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kan dengan-perbup saja. Tinggal ganti
Deft rpa ;rrmlah terbaru jalan yang jadi
mili h pemkab, berapa -tlit desi dan
pro' rirxi," katanva.
_ S iementara ilu, Kepala Dinas pU
Bar rgli Ida Bagus Wediatmika men-
gak u tetap berupaya pendataan jalan
ltu rampung sesuai dengan vans
dih arapkan legislatif. Ois"Ut,ftu.,]
unt uk mengetahui jal4n mana vanetak sanggup dikclola oleh desa tiarul
bert lasarkan hasil musyawarah desa.
Ji-kr r itu sudah ada hasil, maka akan
dise rrahkan ke Badan Pemberdayaan
Mar ;yarakat dan Pemerintahan besa
(BI'MPD) untuk selanjutnya akan
dite ruskan ke Dinas PU.

f jeluruh jalan yang diusulkan itu
tidz ,k langsung diterima begitu saja.
{,kz m q{q proses lanjutan berupa veri-
fi-ka si. "Kami tak bisa bekeria sendiri.
Dat any:r harus dikoordiqasikan dengan
BP1 \,fPD. Kalau itu sudah ada, biru
bise r melakukan verifi.kasi. Kami tetap
ben rsaha semaksimal mungkin tiat iti,
segr )ra rampung." ujarnya.

I )itegaskannya, syarAt masuk aset
ne.n $ab yalnijalan kilektorprimeryang
tide Lk termasuk jalan jalan nasionalitai
plo i'upi jalan lokal primer, jalan lokal
sek under dan jalan strategis kabupaten.
Fb - badan jalan mndmal 7,5 meter.
den gan kecepatan minimal antara 10-
20 kn/jlry. Syarat ini sesuai dengan
anrr mat PP No. 34 tahun 2006. "Kalau
lebr u badan jalan di bawah itu dikelola
olel r desa. Tapi dana pertaikanny6 6ist
dar i pemerintah. entah itu BIil! ADD
dar ,lainnya," sebutnya. (kmb45)
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Sementara, tiga Perda menyangkut desa yang d.icabut
yakni dengan sejumlah catatan. Sementara,-peirla penv-
usunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Perda tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan perai
turan Desa dan Nomor 8 Tahun 200T tenting Keuangan
Desa disetujui dicabut.

Terkait catatanfraksi-fraksi terhadap LKpJ Bupati ta-
hun 2015, seperti Fraksi Partai Golkar menyoroti plnting-
nya perbaikan pelayanan kesehatan di lembaga peiay..ra*n
kesehatan seperti RSUD dan puskesmas. 6pti-ilisasi
ligya operasional sekolah (BOS), transparansi soal dana
Silpa dan perbaikan perencanaan pem6angunan. Di lain
pihak. Fraksi PDI-P juga menyampaikan sejumlah catatan,
sepg$! me-ndorong-program nyata pelestarian seni budaya
tradisional dan pelatihan untuk SDM sampai ke tingkat
desa, terutama terkait pengelolaan dana deiaya.rg miki.t
besar.

Ffksi lainnya seperti Demokrat, Gerindra, NasDem
danBhinneka, intinya menekan agar pemerintah memer-
hatilan pelayanan agar pelayanan yang menyangkut hajat
hrdup orang banyak ditingkatkan. Menumt Bhinneka,
sektor pertanian harus diberi perhatian lebih. Soalnya,
sebagian besar masyarakat Kaiangasem bergelut dalim
pengadaan pangan, dalam rangka memperkua- ketahanan
pangan negara. .NasDem minta Pemkab Karangasem
mengedepankan- asas manfaat, sehingga anggaran yang
ada menyentuh kepentingan masyaratat aemi terwuiudl
.wakeseiahteraan mereka. (ad9zb)

_ _QIRD Karangasem pada sidang paripurna di Gedung
DPRD setempat, Rabu' (27 l7), -""i"i"j"i 
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9IltCql pertanggungjawaban (LKPJ ) pelaksanaan ApBD
20.15. .N-amun, persetujuan dan pengesahan itu dengan
sejumlah catatan.sejumlah catatan.
_ S_e,!ain menyetujui LKPJ APBD 201b, keenam fraksi di
DPR_D itu.juga menyetujui dan mengesahkan pencabutan
tiga?erda tentang Desa1. Namun, untuk usulan pencabutan
Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan
Pertambangan dan Batuan, Dewan menunda pemb-ahasan-
nya. Dewan memandang perlu menunggu hasil putusan
atas gugatan terhadap UU Nomor 28 Tahun 20141entansatas gugatan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Desa, khus-usnya pasal yang menyangkut kewerrurrgui
kabupaten/kota yang diambil alih Pemprov. seperti Joal
lrewenangan mengeluarkan izin tentang pertambangan
dan batuan y,ang }ini.diaTbil alih _Tg"ja,ii kewenan[an
PeTprov. _Yddisial reuiew diajukan Kutri;;i"" Donggila,
Sulawesi. Di mana kewenangan perizinan galian taml*ang,
kini diambil alih menjadi kewenangan provinsi. padaha'i,
otonomi ada di kabupaten.
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